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TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR  34 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI GORONTALO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR GORONTALO, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan dan menunjang kinerja 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Gorontalo perlu didukung sarana prasarana salah 

satunya tunjangan transportasi; 

  b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 

sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

Catatan: 
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4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2017 Nomor 5); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 34); 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

GORONTALO. 
 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 

34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 18 

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan 

transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 

(3) huruf b, yang besarannya sesuai penetapan Tim 

Apraisal dan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, 

standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 
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Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
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